BAB 111

ANCAMAN KEAMANAN DARI AGRESIVITAS
KOREA UTARA DAN KEBANGKITAN CINA

Dalam kasus amandemen pasal 9 Konstitusi,
pemerintahan ~ Abe memperlihatkan adanya ancaman
keamanan terhadap Jepang dari Korea Utara dan Cina (issues
are presented as existential threat). Ini terlihat dari sejumlah
pernyataan yang dikeluarkan pemerintah dalam
merasionalisasi kebutuhan amandemen konstitusi. Di sinilah
kemudian pembenaran bagi tindakan khusus diluar
prosedur/aturan normal dilakukan. Adanya ancaman dari
Korea Utara dan Cina merupakan alasan pembenaran bagi
dilakukan tindakan khusus (justifying actions outside the
normal bounds of political procedure) yaitu, amandemen
konstitusi.

A.  Uji Coba Nuklir Korea Utara

Situasi keamanan yang dihadapi Jepang saat ini adalah
yang paling berbahaya sejak Perang Dunia Il karena provokasi
Korea Utara yang “tidak dapat diterima,” kata Perdana
Menteri Shinzo Abe pada hari Kamis, 4 Januari 2018 saat dia
berjanji untuk memperkuat pertahanan untuk melindungi
rakyat Jepang. Ketegangan di wilayah tersebut telah
meningkat, terutama sejak Korea Utara melakukan uji coba
nuklir keenam dan terbesar pada bulan September 2017, dan
kemudian pada bulan November, mengatakan bahwa mereka
telah berhasil menguji rudal balistik antar benua baru yang
dapat menjangkau seluruh daratan Amerika Serikat (AS), lihat
Gambar 3.4', 3.5 dan 3.6. “Tidaklah berlebihan untuk
mengatakan bahwa lingkungan keamanan di sekitar Jepang
paling parah sejak Perang Dunia Kedua. Saya akan melindungi
kehidupan masyarakat dan kehidupan damai dalam situasi
apapun,” kata Abe pada konferensi pers di tahun baru.

2 https://www.matamatapolitik.com/jepang-hadapi-situasi-paling-berbahaya-sejak-
perang-dunia-ii-karena-korea-utara/ (diakses pada tanggal 20 Desember 2018)
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Gambar 3.1

Radius Rudal Taepodong Korea Utara
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Sumber: Frank Barnaby, How to Build a Nuclear Bomb and
Other Weapons of Mass Destruction, (London: Granta Books, 2003)

Rangkaian tes nuklir dan misil yang sukses dilakukan
Korea Utara di sepanjang tahun 2017 menunjukkan keahlian
dan kekuatan militer yang bertumbuh. Korea Utara diyakini
memilliki misil-misil yang berpotensi mampu menyerang
target jarak jauh, termasuk wilayah Amerika Serikat.
Pemerintahnya juga mengklaim telah mengembangkan bom
hidrogen yang mampu dibawa dalam misil.
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Gambar 3.2
What missiles does North Korea have?
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Source: James Martin Center for Nonproliferation Studies / NTI [8[8]C]

Gambar 3.3
Possible range
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Pyongyang memulai program nuklir di tahun 1980-an.
Tes nuklir pertamanya dilakukan di tahun 2006. Korea Utara
juga merupakan salah satu negara yang memiliki tentara

35



terbanyak di dunia, dengan jumlah lebih dari satu juta tentara
dan diperkirakan memiliki lima juta tentara cadangan (lihat
Gambar 3.7). Peralatan perangnya kebanyakan tua dan usang,
tetapi masih bisa melakukan kekuatan tempur konvensional
dan menyebabkan kerusakan besar di Korea Selatan jika
terjadi perang. Tidak dilaporkan berapa budget militer resmi
Korea Utara, meskipun demikian kebijakan rezim yang
dikenal  sebagai  “songun”  memperioritaskan  untuk
membelanjakan pada kekuatan bersenjata diatas aspek lainnya
di pemerintahan.?

Gambar 3.4
The military balance
o sl-})ti‘tri:gel North Korea South Korea
Total 1,190,000 630,000

amy  § 1,020,000 495,000
- 60,000 70,000

Airforce 4 110,000 65,000
L)

Navy

Paramilitary 189,000 4,500

Reserves 5,700,000 4,500,000

Tanks ols 3,500 2,434
Aircraft 4 545 567
Submarines e 73 23
Artillery ¢ 21100 11,000
Source: The Military Balance 2017, 1SS BEaE

Abe mengatakan Jepang akan mengambil langkah baru
untuk memperkuat postur pertahanannya namun dia tidak
membahas secara spesifik. Pemerintah menyetujui sebuah
rekor penetapan anggaran militer bulan lalu, dengan
pengeluaran untuk pertahanan yang lebih besar dibandingkan
tahun keenam, meningkat 1,3 persen menjadi 5,19 triliun yen
(US$ 46 milyar), dengan pos terbesar sejumlah 137 milyar yen

2 North Korea’s Missile and Nuclear Programme,
https://www.bbc.com/news/world-asia-41174689 (diakses pada tanggal 1
Januari 2019)
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untuk memperkuat pertahanan terhadap rudal balistik Korea
Utara. Alokasi belanja militer persenjataan Jepang dan negara-
negara Asia Timur terus meningkat seperti bisa dilihat di
Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Perkembangan Persenjataan Negara-Negara di Asia Timur Tahun 1997
dan 2005
1997 2005
Negara
SC AC Am CA Br Sm SC AC Am CA Br

Malaysia - 6 - 36 66 - - 10 - 116 44

Singapura - 6 - 13 131 - 3 6 - 40 87

Thailand - 19 1 60 97 - - 17 1 62 94

Filipina - 1 48 5] - = 1 - 46 1"

Indonesia 2 29 - 106 80 - 2 29 - 91 72

Cina 61 54 - 211 3579 376 69 63 - 335 2769 290

Jepang 16 58 - 10 298 - 16 53 - 27 280

Korsel 6 40 - 53 385 - 20 43 - 48 493

Taiwan 4 36 - 423 554 - 4 32 - 343 421

Total 89 249 i) 960 5195 376 114 254 1 1108 4271 290

Sumber: Diolah dari The Military Balance 1997-1998, 2005-2006, (London: International Institute for Strategic Studies (ISS).

SM= Submarines Am= Amphibious Assault (LS & Craft)
SC= Surface Combattants (Frigate &Corvette) CA= Combat Aircrafts (FTR & FGA)
AC= Aircraft Carriers Br= Bombers

Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa,
Nikki Haley, mengatakan minggu ini bahwa Amerika Serikat
mendengar laporan bahwa Korut mungkin bersiap untuk
menembakkan rudal lain, dan dia memperingatkan agar tidak
melakukannya. “Sangat tidak dapat diterima bahwa Korea
Utara menginjak-injak keinginan kuat Jepang dan seluruh
masyarakat internasional untuk mendapatkan resolusi damai
dan melanjutkan perilaku provokatifnya,” kata Abe. Donald
Trump yang sedang berada di pemberhentian pertama dari tur
Asia selama 12 hari, kemudian berencana untuk mendesak
para pemimpin dunia untuk membantu mengekang program
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senjata nuklir Korea Utara®. Trumph selanjutnya
membatalkan kunjungan Sekretaris Negara Mike Pompeo ke
Korea Utara dimana ia sebelumnya dijadwalkan untutk
bertemu pemerintah Korea Utara mengenai persetujuan
Pyongyang mengenai pelepasan senjata nuklir.?

Abe juga menekan Donald Trumph dengan
mengingatkan fakta mengenai masyarakat sipil Jepang yang
diculik oleh Korea Utara. Sebuah laporan di tahun 2014 oleh
United Nations Human Rights Council menyebutkan bahwa
ratusan warga Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara lain
diculik olen Korea Utara setelah berakhirnya Perang Korea
tahun 1953. Tidak diketahui dengan pasti berapa banyak
pelayan wanita yang disebut comfort woman tetapi pemerintah
Jepang memperdebatkan jumlah 200.000 seperti yang
dilaporkan sebelumnya di seluruh Asia.

The United Nations Special Rapporteur on Violence
Against Women membuat laporan bahwa "comfort stations"”
yang menyediakan budak seksual untuk militer Jepang dimulai
pada awal 1932, hampir 10 tahun sebelum hal ini menyebar
luas ke seluruh dunia dan dipraktekkan secara teratur. “Budak
seksual militer pertama” adalah penduduk Korea dari Kyushu
Utara area Jepang, dan mereka dikirim atas permintaan salah
satu perwira komandan angkatan darat” PBB menulis di
laporannya. Jepang, ditulis, “bisa mendapatkan lebih banyak
wanita karena banyaknya permintaan dari para tentara dengan
menggunakan kekerasan dan paksaan langsung”.

Seoul dan Tokyo menandatangani perjanjian di tahun
2015 yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah diantara
kedua negara ini, tetapi kelompok korban menolak dan isu ini
tetap menjadi kontroversi, bahkan ketika Korea Selatan dan
Jepang bekerja sama untuk mencegah militerisme dan
agresivitas Korea Utara. Jepang telah menunjukkan

2 https://www.matamatapolitik.com/trump-desak-militer-jepang-beli-senjata-dari-

amerika-dan-aktif-lawan-korea-utara/ (diakses pada tanggal 20 Desember 2018)
Jamie Tarabay, “Bad Blood between North Korea and Japan Keeps Abe On the
Outs™” 28 Agustus 2018, https://edition.cnn.com/2018/08/28/asia/japan-north-
korea-relations-intl/ index.html (diakses pada tanggal 20 Desember 2018)
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“permintaan maaf yang mendalam dan penyesalan” atas apa
yang terjadi terhadap para wanita, dan menyediakan dana
kompensasi untuk korban-korban sebelumnya di Korea
Selatan, Filipina, dan Taiwan. Tidak ada negosiasi khusus
dengan Korea Utara. “Kedua belah pihak sangat berjauhan
sehingga sulit melihat pemerintah Jepang bersedia masuk ke
masalah ini”, ujar Koichi Nakano. “Masalah comfort women
adalah satu-satunya hambatan terbesar dalam menjalin
hubungan ramah dengan Korea Utara dan Selatan.

B. Kebijakan Pertahanan Agresif Cina

Selama sepuluh tahun terakhir, hampir tidak ada
pembicaraan mengenai perkembangan hubungan internasional
di kawasan Asia-Pasifik yang tidak terkait dengan Republik
Rakyat Cina. Hal ini merupakan konsekuensi dari kebangkitan
RRC yang begitu spektakuler, sebagai hasil dari proses
modernisasi ekonomi yang panjang dan berkesinambungan
sejak awal 1980-an. Dari sisi ekonomi, RRC berhasil
mengangkat ratusan juta rakyatnya dari bawah garis
kemiskinan dan membangun struktur industri yang kuat. Pada
2010, RRC menggantikan Jepang sebagai kekuatan ekonomi
terbesar kedua di dunia, setelah Amerika Serikat.

Kekuatan militer RRC, meskipun masih jauh di bawah
kekuatan dan daya jangkau militer AS, kini menjadi begitu
hebat dan menakutkan di kawasan Asia Pasifik. Alokasi
anggaran US$ 91,5 miliar (2011) dan terus meningkat dua
digit setiap tahun, menjadikan RRC sebagai negara dengan
anggaran pertahanan kedua terbesar setelah AS. Dengan mulai
dioperasikannya kapal induk Shi Lang tahun lalu, dan proses
produksi dua kapal induk lainnya memasuki tahap
penyelesaian, Angkatan Laut RRC kini telah memasuki tahap
perkembangan untuk menjadi “kekuatan laut biru” dengan
kemampuan proyeksi ke laut lepas®.

Belakangan ini, dengan ekspansi investasi dan bisnis
sampai ke Amerika Latin dan Afrika, Cina mulai

% Rizal Sukma (Direktur Eksekutif CSIS), “Kebangkitan Naga dari Utara”, Tempo
Liputan Khusus Kapitalisme Buatan Cina, Edisi 23-29 Januari 2012, hal. 82-83
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mentransformasikan posisinya dari kekuatan regional menjadi
kekuatan global. Dengan kata lain, Sang Naga Merah dari
Utara itu telah menjadi kekuatan global baru, yang akan
mengubah tatanan ekonomi-politik dunia. Dan implikasi
kebangkitan Cina sebagai kekuatan baru itu akan lebih terasa
di kawasan Asia-Pasifik.

Faktor penting ekonomi Cina bagi negara-negara di
kawasan ini tidak dapat diabaikan lagi. Cina bahkan telah
menjadi  mesin  pertumbuhan ekonomi di  kawasan
menggantikan Jepang. Bagi ASEAN, misalnya, Cina telah
menjadi mitra dagang terbesar. Peran Cina sebagai investor
baru menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan ekonomi di
Asia Tenggara. Prospek pemulihan ekonomi AS dan Jepang
juga bergantung pada sehat-tidaknya ekonomi RRC.
Kebangkitan Cina telah mulai mengubah perimbangan
kekuatan antar negara besar di kawasan. Dominasi AS yang
telah berjalan selama lebih dari enam dekade kini mulai
bergeser dengan meningkatnya pengaruh Cina, yang pada
gilirannya membuat gugup sekutu terdekat AS, seperti Jepang.

Salah satu perubahan di dalam doktrin operasional PLA
(People’s Liberation Army) Cina adalah perubahan strategi
dari predominately annihilation ke coercive war-fighting.
Shock dan kejutan menjadi poin penting di dalam strategi
serangan. Strategi ini tergambar di dalam prinsip “Actively
Taking the Initiative” yang menekankan pada kebutuhan
serangan pada sasaran dan waktu yang optimal untuk
mengalahkan musuh dan “Catching the Enemy Unprepared”,
yang menekankan pada penyelubungan kapasitas dan tekanan
melalui kamuflase, muslihat dan penggunaan tipuan untuk
mengalahkan musuh melalui kekuatan tempur yang relatif
kecil lewat serangan kejutan.

Pre-emptive strikes menjadi pilihan bagi Cina untuk
mengimbangi lawan yang menggunakan persenjataan yang
lebih modern. Perubahan doktrin ini merupakan pelajaran
yang diperoleh Cina dari memperhatikan evolusi perang sejak
Perang Teluk tahun 1991 hingga Perang Kosovo. Berdasarkan
operasi udara NATO di Kosovo PLA menyimpulkan bahwa
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kekuatan musuh yang superior dan didukung teknologi
modern yang presisi dapat dihadapi secara efektif bahkan
dengan menggunakan teknologi yang rendah, dan melakukan
counter-reconnaissance  menggunakan  kamuflase  dan
penyembunyian, perangkap sederhana, penyebaran, dan
pergerakan pasukan terus-menerus. Operasi udara NATO
memperkuat fokus PLA terhadap penggunaan under-ground
facilities, landline communication, dan gudang perbekalan
yang tersembunyi dengan baik (well-concealed supply depots).
Kemampuan militer Serbia mempertahankan diri melawan
kekuatan lawan vyang dilengkapi persenjataan canggih
mengesankan para petinggi PLA.

Sementara dalam hal modernisasi persenjataan, Cina
melakukannya dalam semua matra tempurnya, darat, laut dan
udara. Beberapa dari modernisasi tersebut adalah 1)
Menambah armada udaranya dengan SU-30 versi penyerang
kapal laut (naval strike version) yang mampu meluncurkan
anti-ship cruise missiles (ASCMs); 2) Memesan 4 buah kapal
selam kelas KILO dari Rusia; 3) Memproduksi
kapal selam diesel-listrik (SONG) yang memiliki kemampuan
menembakkan misil dari bawah laut, dan; 4) Mengganti 20
buah CSS-4 Mod 1, Intercontinental Ballistic Missile (ICBMs)
dengan CSS-4 Mod 2 yang memiliki jangkauan lebih jauh.

Dari segi anggaran militer pun demikian. Dalam
beberapa tahun ke belakang ini, anggaran pertahanan Cina
selalu mengalami peningkatan. Secara konsisten Cina
meningkatkan anggaran militernya, rata-rata sebesar dua digit
dalam 13 tahun terakhir. Tahun 1994 anggaran militer Cina
meningkat sebesar 18%, tahun 1995 meningkat lagi sebesar
21%, tahun 2005 meningkat sebesar 12,6%, tahun 2006
sebesar 14,7% dan tahun 2007 meningkat sebesar 17,8%
menjadi US$ 44,94 miliar. Sepanjang tahun 1998 hingga 2004,
belanja militer Cina naik sebesar 96,7% (lihat Tabel 3.2 yang
berisi belanja militer negara-negara Asia Timur dari tahun
1998-2004 berikut).
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Tabel 3.2

Belanja Militer Sejumlah Negara-Negara Asia Timur 1998-2004 (dalam

USS$ Juta)
Negara 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 f;’;';gz‘g‘éi"
Malaysia 1302 1762 1600 1991 2263 2882 2707  107,9%
Singapura 4.398 4481 4334 4437 4682 4730 4817  95%
Thailand ~ 2.202  1.907 1789  1.862  1.884  1.857  [1.761] -20%
Filipina 729 714 752 704 739 750 756 3,7%
Indonesia  2.065 1701 2115 2212 2363 3200 3522  70,6%
Cina [18.000] [20.200] (22.200] [26.100] [30.700] [33.100] (35.400] 96,7%
Jepang 41362 41439 41726 42150 42.619 42729 42442 2,6%
Korsel 13.026 12.672 13.450 13.839 14487 14.860  15.488  18,9%
Taiwan 8783  7.565 7.017  7.60 6554  7.043 7211  -17,9%

Sumber: SIPRI Yearbook 2005, Armament, Disarmament and International Security, (London: Stocholm International Peace Research
Institute).
[ ] = Perkiraan SIPRI

Dalam persepsi Jepang, ancaman Cina terhadap Jepang
dapat dibagi ke dalam tiga skenario yaitu, 1) jika terjadi
konflik bersenjata antara AS-Cina, Jepang akan terlibat di
dalam konflik tersebut sebagai akibat dari komitmen
kerjasama antara Jepang-AS; 2) konflik Cina-Jepang dapat
bersumber dari konflik klaim teritori (Pulau Senkaku) dan
perebutan sumber daya laut, dan; 3) Cina melakukan manuver-
manuver militer yang mengancam Jepang di Laut Cina Selatan
untuk mengamankan kepentingannya.

Alasan kecemasan Jepang ini beralasan jika ditinjau dari
paradigma yang dimiliki militer Cina saat ini. Sejak tahun
1985 paradigma militer Cina telah berubah. Perubahan
paradigma militer ini merupakan bagian dari perubahan
paradigma yang lebih besar yang terjadi di Cina, yaitu
perubahan dari Internasionalisme-Revolusioner (IR) yang
bersandar pada perjuangan kelas menuju Nasionalisme-
Konservatif (NK) yang bersandar pada negara-bangsa.

Penyebab dari perubahan paradigma tersebut dapat
dilihat dari kritik yang diajukan terhadap IR yaitu, pertama,
kesibukan mengurus perjuangan kelas menyebabkan Cina
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kehilangan kontrol wilayah dan diambil alihnya (occupy)
wilayah-wilayah Cina di Laut Cina Selatan oleh negara-negara
lain. Kedua, perjuangan kelas yang menekankan pada people’s
war dengan jumlah pasukan yang besar telah menghabiskan
dana yang besar pula. Selain itu, juga menyebabkan Cina
kehilangan perhatian untuk membangun perekonomiannya.

Perubahan paradigma militer tersebut telah mengubah
cara pandang Cina dalam menilai ancaman. Pertama, Cina
melihat lautan sebagai sumber ancaman bagi kepentingan
nasionalnya. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan
ekonomi mendorong negara-negara mencari sumber-sumber
daya baru untuk mendukung perubahan yang terjadi dan lautan
merupakan ruang baru bagi pencarian sumber daya tersebut.
Bagi Cina, fenomena tersebut dilihat sebagai potensi konflik
antar-negara dalam perebutan sumber daya alam. Cina juga
melihat bahwa pembangunan ekonomi, secara bersamaan,
akan meningkatkan pula lalu-lintas perdagangan melalui jalur
laut. Peningkatan ini akan melahirkan kerawanan terjadinya
serangan, yang dilakukan oleh negara maupun aktor non-
negara, terhadap lalu-lintas perdagangan global.

Kedua, pembangunan ekonomi adalah masalah pokok
dan kekuatan militer (PLA) memiliki peran penting dalam
mendukung  pembangunan  ekonomi. Dalam  konteks
kontemporer, hubungan ini tampak dari kepentingan jaminan
ketersedian energi bagi kontinuitas pembangunan ekonomi.
Cina, jika diperlukan, akan menggunakan kekuatan militernya
untuk menjamin ketersedian energi. Ini terlihat dari
kesepakatan kerjasama strategis Cina dengan Pakistan dan
Myanmar. Dengan Pakistan, Cina memperoleh akses
pelabuhan di Gwadar, Pakistan. Kerjasama ini membuka akses
Cina ke Asia Selatan dan Timur Tengah yang kaya minyak.
Sementara dengan Myanmar, Cina memperoleh akses fasilitas
laut di Dawei, Myanmar. Kerjasama-Kerjasama ini membuka
kesempatan bagi Cina mengontrol jalur laut perdagangan
internasional yang menyuplai kebutuhan energi bagi Cina.

Ketiga, integritas wilayah adalah masalah penting.
Belajar dari masa lalu yang melupakan integritas wilayah,
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paradigma militer baru Cina bersikap sebaliknya. Banyaknya
masalah klaim wilayah yang dihadapi dan hingga kini belum
terselesaikan menyebabkan Cina melihat persoalan integritas
wilayah sebagai salah satu ancaman yang dihadapi. Selain
Taiwan, Cina juga terlibat masalah perselisinan dengan
Jepang, Korsel dan Korut mengenai landas kontinen di Laut
Kuning, terlibat klaim wilayah dengan Jepang di Pulau
Senkaku, Teluk Tonkin dengan Vietnam dan Kepulauan
Spratley dengan sejumlah negara di Asia Tenggara.

Dengan ancaman dari Korea Utara dan Cina demikian,
konsep saat ini untuk Pasukan Pertahanan Jepang tampaknya
adalah pertahanan jauh ke depan. Selama lebih dari 60 tahun
Jepang telah mengoperasikan Pasukan Bela Diri, dengan
sekitar 250.000 angkatan udara, angkatan laut dan darat yang
menurut para pakar termasuk yang paling terlatih dan paling
dilengkapi dengan baik di dunia. “Saya tidak akan pernah
meremehkan militer Jepang,” kata mantan laksamana pensiun
Robert Murrett, wakil direktur Institut Keamanan Nasional
dan Kontra Terorisme di Universitas Syracuse. “Dalam hal
hanya kemampuan militer semata—unit untuk unit, orang
untuk orang, mereka adalah militer terbaik di Asia.” Murrett
mengatakan bahwa Korea Utara terus mendorong Jepang
untuk menuju sikap yang lebih tegas. “Dari pendekatan
kebijakan, mereka menjadi lebih energik dan kurang hormat
terhadap tetangga mereka atau payung yang disediakan oleh
Amerika Serikat,” katanya.

Bulan lalu, sekitar 100 pasukan SDF milik Jepang
bergabung dengan pasukan Filipina dan AS untuk latihan
“Kamandag” di Filipina. Latihan-latihan itu, yang
menstimulasi perebutan kembali wilayah, terjadi sekitar 250
kilometer dari Beting Scarborough yang disengketakan, yang
sekarang ditempati oleh Cina. Dan juga “pertama kalinya sejak
Perang Dunia II”, personil Jepang mengerahkan kendaraan
lapis baja di tanah asing selama latihan.*® Sementara itu,

% Andrew Salmon, Asia Times, posted on 25 October 2018,
https://www.matamatapolitik.com/militer-jepang-matahari-terbit-kembali-
berkibar-di-indo-pasifik/ (diakses pada tanggal 21 Desember 2018)
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Pasukan Pertahanan Maritim, atau kapal-kapal MSDF, yang
dipimpin oleh “helikopter perusak” Kaga, telah berkeliaran di
Samudra India dan Laut Cina Selatan dalam dua bulan ini.
Kapal seberat 19.500 ton itu, ukurannya hampir sama dan
memakai nama yang sama dengan kapal induk Perang Dunia
Il yang tenggelam dalam pertempuran di Midway tahun 1942,
telah melakukan latihan dengan unit angkatan laut Inggris,
India, Filipina dan Sri Lanka, serta dengan Kapal selam
MSDF. Selama panggilan pelabuhan di Singapura, Laksamana
Muda Tatsuya Fukuda, komandan Escort Flotilla 4 MSDF,
mengatakan kepada wartawan bahwa penempatan kapal itu
adalah bagian dari strategi “bebas dan terbuka Indo-Pasifik”
Jepang.

Pada KTT Jepang-Mekong bulan ini, para pemimpin
dari Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam
bergabung dengan Abe dalam mengekspresikan kekhawatiran
tentang “reklamasi tanah” dan kebebasan navigasi di Laut
Cina Selatan. Tetapi pandangan dunia strategis Abe
membentang ke luar Jepang, ke Asia Tenggara, dan Laut Cina
Timur dan Selatan: Pelayaran angkatan laut SDF baru-baru ini
membawa mereka jauh ke Samudra Hindia. “Abe menciptakan
istilah Indo-Pasifik pada tahun 2008 lalu,” kata Neill. “Jepang
menggunakan istilah itu sebelum istilah itu menjadi de
rigeur dalam pemerintahan Trump.” Memang benar: AS
mengganti nama PACOM atau Komando Pasifik, menjadi
Komando Indo-Pasifik pada bulan Mei. Latihan angkatan laut
Indo-Jepang dan latihan darat dua minggu yang akan datang
mengindikasikan bahwa Jepang telah menemukan seorang
teman baru di New Delhi. India kalah dalam perang
perbatasan dengan Cina pada tahun 1962 dan masih terlibat
dalam konflik perbatasan. Blogger militer Ramachandran
melihat alasan bagus bagi negaranya untuk masuk ke lubang
perlindungan dengan Jepang. “Ini masuk akal bagi India untuk
menjalin kemitraan strategis dengan Jepang dalam skenario
saat ini ketika Cina menegaskan hegemoninya atas Asia,”
katanya. “Keseimbangan kekuatan sangat penting untuk
dipertahankan di wilayah tersebut untuk menahan Cina, maka
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kemitraan strategis dengan Jepang—yang merupakan satu-
satunya negara di kawasan itu selain Vietnam dengan rekam
jejak potensi militer yang dapat dibawanya di dukungan India
dalam krisis—tampaknya cukup logis.”

Dan awal tahun ini, Jepang mengaktifkan brigade
amfibi baru -komponen kunci dari proyeksi kekuatan maritim,
terutama ketika mengambil atau merebut kembali pulau-pulau-
yang telah melakukan latihan dengan Korps Marinir AS.
Jepang juga meningkatkan hubungan pertahanan dengan
Australia, Selandia Baru dan bahkan Uni Eropa, dan telah
setuju untuk membeli paket senjata besar-besaran dari
Amerika Serikat.

Sebuah laporan di tahun 2015 tentang globalisasi oleh
Credit Suisse Research Institute menempatkan militer Jepang
sebagai yang terkuat keempat di dunia, di belakang AS, Cina
dan Rusia. Pasukan Jepang termasuk beberapa kapal selam
dan armada helikopter tempur terbesar di dunia, serta empat
kapal induk modern (yang disebut Jepang sebagai ‘kapal
perusak helikopter”) urutan kedua setelah AS dalam hal
jumlah. Selain itu, Jepang memiliki anggaran militer ketujuh
tertinggi di dunia pada tahun 2016, senilai US$ 47,3 milyar,
menurut Institut Studi Strategis Internasional, sebuah lembaga
riset Inggris. Sementara Jepang mempertahankan kapasitas
militer yang kuat, perannya dalam urusan internasional telah
diredam. Jepang dilarang terlibat dalam pertempuran.

Namun di tahun yang sama kapasitasnya sedikit
diperluas oleh undang-undang keamanan di bawah Abe yang
memungkinkan Jepang mengambil peran lebih besar dalam
operasi penjaga perdamaian. Bahkan peran terbatas itu terbukti
kontroversial di negara sendiri. Pada bulan Mei, Jepang
menarik pasukan pemelihara perdamaian yang tersisa dari
sebuah misi di Sudan Selatan. Pada bulan Juli, menteri
pertahanan dan kepala militer negara tersebut mengundurkan
diri karena tuduhan bahwa mereka menutupi bahaya yang
dihadapi tentara Jepang di sana.

Unsur yang lebih jauh di belakang militer Jepang yang
lebih kuat adalah ketidakamanan: Tidak hanya dalam
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menghadapi ancaman rudal dari Korea Utara, tapi juga
dihadapkan dengan kebangkitan Cina yang sibuk merancang
elemen-elemen ekspedisi di dalam angkatan bersenjatanya
sendiri, terutama kapal induk, sekaligus menyita tanah
reklamasi di Laut Cina Selatan. Cina juga sedang menginovasi
armada milisi maritim penangkapan ikan gerilya yang ideal
untuk konflik wilayah berintensitas rendah atas pulau dan
pangkalan penangkapan ikan di Laut Cina Selatan dan Timur.
“Dari apa yang telah saya dengar, frekuensi Pasukan
Pertahanan Jepang untuk menghadapi kapal-kapal dan jet
tempur China—Kkebanyakan, tidak pernah masuk ke dalam
domain publik—semakin jauh lebih sering,” kata Neill dari
IISS. “Jepang khawatir tentang kekuatan dan kemampuan
militer Cina yang sedang berkembang, dan kemampuannya
untuk berpatroli melalui berbagai selat di sekitar kepulauan
Jepang.” Semua ini dilakukan oleh sebuah negara yang,
menurut Pasal 9 konstitusinya sendiri, bahkan tidak
seharusnya memiliki angkatan bersenjata.

C. Kendala Pertahanan Jepang dan Pasal 9 Konstitusi
1947
Sekuritisasi berkait dengan tiga poin yaitu, 1) Adanya
isu ancaman (issues are presented as existential threat); 2)
Menyaratkan penanganan khusus (requiring
emergency/extraordinary measures), dan; 3) Membenarkan
tindakan khusus diluar prosedur/aturan normal (justifying
actions outside the normal bounds of political procedure).
Sekuritisasi memiliki tiga unit utama yaitu:
* Referent object: things that are seen to be existentially
threatened and that have a legitimate claim to survival.
* Securitizing actor: actors who securitize issues by declaring
something -a referent object- existentially threatened.
* Functional actor: actors who affect the dynamics of a sector.
Without being the referent object or the actor calling for
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security on behalf of the referent object, this is an actor who
significantly influences decisions in the field of security. %’

Keberhasilan sekuritisasi bergantung pada penerimaan
atau persetujuan publik bahwa sebuah objek sedang terancam
keberadaannya  (existensial threat) dan  memerlukan
penanganan khusus. Hal ini berkait dengan adanya facilitating
conditions. Dimana facilitating conditions dipahami sebagai
the conditions under which the speech act work works.
Facilitating conditions ini ditopang oleh tiga poin penting
yaitu, 1) Ketepatan penggunaan bahasa; 2) Modal sosial dari
securitizing actors, dan; 3) Ancaman terhadap referent object
harus dapat ditunjukan dengan jelas.

Namun, upaya sekuritisasi ini tidak berhasil
sebagaimana tampak dari hasil poling yang dilakukan oleh
Asahi Shinbun. Ketidakberhasilan itu juga terlihat dari
jatuhnya kredibilitas pemerintahan Abe akibat salah urus dana
pensiun yang dilakukan pemerintahannya. Respon ini
memperlihatkan bahwa masyarakat Jepang lebih peduli pada
isu-isu non-keamanan daripada isu-isu keamanan militer.
Dengan demikian, jika Abe tetap berniat untuk terus
mempertahankan keputusannya mengamandemen konstitusi
maka ia harus melakukan evaluasi terhadap tiga hal vyaitu,
pertama, penggunaan bahasa yang tepat agar pesan
tersampaikan dengan jelas. Ini artinya, Abe harus mengubah
strategi bahasa dalam melakukan sosialisasi  untuk
menjelaskan pentingnya meningkatkan kemampuan militer
Jepang saat ini, untuk merespon perubahan-perubahan global
yang terjadi. Kedua, Abe harus mampu memperbaiki citranya
yang terus memburuk di mata masyarakat. Perbaikan ini
penting untuk meningkatkan modal sosial aktor yang
melakukan sekuritisasi atau securitizing actors (dalam hal ini
Abe dan pemerintahannya). Karena dukungan politik akan
lebih mudah diperoleh jika securitizing actors memiliki citra
yang baik di tengah masyarakat. Ketiga, pemerintahan PM

7 Barry Buzan, et.al. Security: A New Framework for Analysis, Boulder & London:
Lynne Rienner, 1998
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Shinzo Abe harus mampu menunjukan secara tepat ancaman
keamanan yang dihadapi Jepang saat ini sehingga Jepang
membutuhkan peningkatan kemampuan pertahanan untuk
meresponnya.?

Keberadaan Pasal 9 sendiri telah memberikan
kebanggaan kepada sebagian warga Jepang sebagai satu-
satunya negara yang dengan tegas menolak perang dalam
konstitusinya. Bagi mereka, Pasal 9 bukan hanya sebuah
kalimat konstitusi melainkan sudah menjadi nilai dan budaya
yang melekat sejak berakhirnya PD Il. Jelas perubahan pada
Pasal 9 akan memengaruhi konstruksi identitas nasional
Jepang. Bagi para penentang rencana perubahan itu, konstitusi
anti perang telah menghindarkan perang sejak tahun tahun
1940-an, sehingga negara itu dapat memusatkan perhatian
pada pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, publik Jepang
juga menyadari perlunya peningkatan kekuatan militer akibat
adanya ketakutan terhadap kemajuan militer Cina di tengah
pemotongan anggaran pertahanan AS.

Upaya-upaya untuk meningkatkan kekuatan militer
Jepang akan memiliki arti yang berbeda jika diikuti dengan
revisi Pasal 9. Tanpa perubahan Pasal 9, senjata-senjata
mutakhir Jepang tetap hanya dapat digunakan jika Jepang
yang mengalami serangan secara langsung, yang artinya tidak
terjadi pergeseran sifat dasar militer Jepang sebagai kekuatan
pertahanan diri. Dengan merevisi Pasal 9, setiap peningkatan
kekuatan militer Jepang akan secara signifikan memengaruhi
perimbangan kekuatan di kawasan.

Untuk mengamandemen konstitusi yang ada Pemerintah
Jepang di bawah kepemimpinan Shinzo Abe harus mampu
melalui dua tahap seleksi. Pertama, mendapatkan persetujuan
Diet untuk melakukan referendum amandemen konstitusi.
Selanjutnya, kedua, mendapatkan persetujuan rakyat melalui
referendum untuk melakukan amandemen konstitusi®.

% Wendy Andhika, “Amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang: Mungkinkah Berhasil
Dilakukan?”, Jurnal Hubungan Internasional, VVol. 2 No. 1/ April 2013

% Wendy Andhika, “Amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang: Mungkinkah Berhasil
Dilakukan?”, Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 2 No. 1/ April 2013
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Tidak mudah bagi Abe untuk lolos dari proses seleksi
tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama,
jajak pendapat terbaru yang dikeluarkan Asahi Shimbun
memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat Jepang (78%)
berpandangan bahwa pasal 9 tersebut telah menciptakan
perdamaian bagi Jepang. Selain itu, 70% dari responden
berkeinginan mempertahankan status JSDF (Japan Self
Defense Forces) sebagaimana saat ini.

Masih tingginya persepsi ancaman terhadap Jepang di
level internasional tampaknya menjadi alasan pertama bagi
masyarakat Jepang untuk mempertahankan pasal 9 tersebut.
Persepsi ancaman dari negara-negara yang tinggi terhadap
Jepang, jika diikuti dengan perubahan pasal 9 konstitusi
Jepang dipandang oleh masyarakat akan makin meningkatkan
kerentanan ancaman keamanan bagi Jepang. Kedua, makin
berkurangnya dukungan masyarakat terhadap pemerintahan
Shinzo Abe. Perilaku Shinzo Abe yang provokatif merupakan
salah satu alasan memudarnya dukungan dari masyarakat
tersebut. Tindakan provokatif tersebut dapat dilihat dari
pernyataan Abe yang menolak keterlibatan Jepang selama PD
II di dalam fenomena “jugun ianfu”. Dimana pernyataan
tersebut menuai kritik dari negara-negara yang mengalami
pendudukan Jepang dan kembali meningkatkan ketegangan di
kawasan. Pernyataan Abe yang kontroversial dan provokatif
tersebut tentunya dilihat oleh masyarakat sebagai tindakan
yang akan meningkatkan Kkerentanan ancaman keamanan
Jepang. Selain itu, kabinet Abe juga tercemari oleh sejumlah
skandal korupsi dan salah manajemen (dana pensiun).
Turunnya dukungan terhadap pemerintahan Abe terlihat dari
jumlah kursi yang diperoleh LDP dalam Pemilu Majelis
Tinggi yang lalu. LDP hanya memperoleh 46 kursi dari 121
kursi yang diperebutkan. Ketiga, hasil penelitian The Chicago
Council on Global Affairs tahun 2006 memperlihatkan bahwa
bagi masyarakat Jepang ancaman utama yang akan dihadapi
Jepang sepuluh tahun ke depan berturut-turut adalah: 1)
pemanasan global; 2) persoalan terorisme; 3) ketersediaan
energi; 4) penyakit (AIDS, Avian Flu, dll).
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Sementara berkaitan dengan kebijakan luar negeri
masyarakat Jepang menempatkan perbaikan lingkungan hidup
di prioritas pertama, kemudian disusul oleh; 2) pencegahan
penyebaran senjata nuklir; 3) menjamin ketersediaan energi,
dan; 4) menjamin pekerjaan bagi masyarakat Jepang. Hasil
penelitian ini memperlihatkan bahwa masyarakat Jepang lebih
tertarik pada isu-isu keamanan insani (human security) atau
keamanan non-tradisional daripada isu-isu keamanan militer.
Prioritas masyarakat Jepang pada masalah-masalah keamanan
insani juga tampak dari hasil jajak pendapat yang dilakukan
Asahi Shimbun. Survey menunjukan bahwa 84% responden
menginginkan amandemen konstitusi yang berkaitan dengan
perubahan sistem dan pemberian jaminan hak-hak asasi
manusia yang lebih luas, dibandingkan peningkatan
kemampuan militer.

Unjuk kekuatan Cina berlangsung pada saat yang sama
ketika Amerika Serikat (AS) menuntut kesiapan sekutu-
sekutunya di seluruh dunia untuk memikul beban pertahanan
mereka sendiri. Memang, serangan verbal Presiden AS Donald
Trump terhadap aliansi bahkan telah menimbulkan
kekhawatiran di beberapa kalangan atas keandalan Amerika
Serikat. “Trump telah menyatakan dengan sangat jelas bahwa
Jepang perlu memikul lebih banyak beban aliansi dan
melakukan lebih banyak untuk mempertahankan dirinya
sendiri,” kata Neill. “Seperti yang mantan menteri pertahanan
Jepang katakan, ‘Jika mengenai aliansi, 10 persennya adalah
penghindaran dan 90 persennya jaminan’—dan apa yang Abe
temukan adalah bahwa jaminan telah dikurangi cukup banyak
oleh Trump.” Permintaan Donald Trump untuk meningkatkan
belanja pertahanan dan peningkatan kemampuan ini selaras
dengan ambisi Shinzo Abe sendiri, dan Jepang tidak sendirian
dalam menghindari bayangan Cina yang semakin meluas.

51



